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MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”
(Q.S Al-Insyrah ayat 5)
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ABSTRAK

KEADILAN DISTRIBUTIF, KEADILAN PROSEDURAL,
SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PENEGAKAN
PERATURAN, KOMITMEN ORGANISASI, BUDAYA
ORGANISASI, DAN KESESUAIAN KOMPENSASI
TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN (FRAUD)
(Studi Empiris pada OPD di Kabupaten Magelang)

Oleh:
Reyan Ade Pratama

Kecurangan merupakan suatu kesalahan yang dilakukan seseorang dengan sengaja
atau tidak sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan dapat merugikan
orang lain. Kecurangan yang sering terjadi di sektor pemerintahan meliputi
kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Penelitian ini
bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi
kecurangan akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Magelang.
Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner
kepada 23 OPD di Kabupaten Magelang. Kuesioner yang disebar berjumlah 90
eksemplar, kuesioner yang kembali dan memenuhi kriteria sebanyak 71
eksemplar. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive
sampling dengan kriteria responden yaitu kepala OPD, kasubbag Keuangan, serta
bendahara atau pegawai bagian keuangan yang telah bekerja lebih dari 1 tahun.
Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian menunjukkan budaya organisasi berpengaruh negative terhadap
kecenderungan kecurangan. Sedangkan keadilan distributif, keadilan prosedural,
sistem pengendalian intern, penegakan peraturan, komitmen organisasi dan
kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan
akuntansi.

Kata kunci: keadilan ditributif, keadilan procedural, sistem pengendalian
intern, penegakan peraturan, komitmen organisasi, budaya organisasi,
kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

xii



BAB |
LATAR BELAKANG
A. Latar Belakang Masalah

Tindakan kecurangan sudah sering terjadi pada lembaga swasta
ataupun lembaga pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun
pemerintahan daerah. Pemerintahan yang baik (good governance), merupakan
prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk memnuhi aspirasi masyarakat dan
mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mewujudkan Good
Governance diperlukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkualitas
dan berkompeten. OPD merupakan sebuah instansi pada pemerintahan daerah
yang menerima dan menggunakan anggaran untuk menjalankan tugas dan
fungsinya. Laporan Keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat
mengenai aktivitas keuangan di pemerintahan daerah. kecurangan akuntansi
sebagai salah saji yang timbul dari kecurangan yang terdapat pada laporan
keuangan yang berupa salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau
pengungkapan pada laporan keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan
keuangan (IAl, 2008).

Kecurangan (fraud) akuntansi telah mendapatkan banyak perhatian
media sebagai suatu tindakan yang sering terjadi. Terdapat opini bahwa fraud
dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi dalam definisi dan terminologi
karena keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari pengungkapan fakta-fakta

menyesatkan, pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan



(Soepardi, 2010). Adapun Associations of Certified Fraud Examination
(ACFE, 2014) mengklasifikasikan kecurangan akuntansi dalam tiga kategori
utama yaitu kecurangan laporan keuangan (financial statement fraud),
penyalahgunaan aset (asset misappropriation) dan korupsi (corruption). Kasus
fraud yang banyak terjadi dari kecurangan akuntansi lebih banyak mengarah
kepada kasus korupsi karena kasus korupsi tidak hanya melibatkan orang-
orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi juga orang-orang yang ada
dibawahnya, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun lingkungan
pemerintah daerah. Tindakan korupsi yang sering dilakukan adalah
memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark-up yang
merugikan perekonomian negara. Indikator praktik fraud di Indonesia dapat
dilihat dari hasil berbagai survei, baik yang dilakukan oleh institusi
internasional maupun nasional. Indonesia termasuk negara yang memiliki
tingkat korupsi yang tinggi di dunia. Berdasarkan pengukuran Corruption
Perception Index (CPI) yang dirilis KPK dalam (KPK.ac.id), untuk tahun
2017 tingkat korupsi Indonesia menempati posisi 118 dari 182 negara yang
diukur. Skor Indonesia berada pada peringkat keempat di Asia Tenggara
setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand (International Transparancy,2017).

Fakta—fakta mengenai kecurangan akuntansi di Indonesia
menunjukkan bahwa kecurangan akuntansi sudah demikian mengkhawatirkan
karena merugikan negara dalam jumlah besar. Data Komite Penyelidikan dan
Pemberantasan, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah tahun 2017

menunjukkan dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, hanya ada 2 kabupaten



yang dinyatakan bersih dari korupsi, yaitu Kabupaten Purbalingga dan
Kabupaten Blora. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kbaupaten Magelang
termasuk diantara Kabupaten yang belum bebas dari tindakan korupsi. Kurun
waktu 2011-2015 kasus korupsi di Kabupaten Magelang terungkap tindakan
korupsi lebih banyak di banding di wilayah lain di wilayah Kedu. Pada
periode yang sama, kasus korupsi yang terungkap di Kabupatendan Magelang
sejumlah 4 Kasus, sedangkan kabupaten Temanggung, Wonosobo, Purworejo
masing-masing terungkap 3 kasus (obsessionnews.com).

Kabupaten Magelang pada tahun 2015 kasus yang terjadi adalah
masalah aset yang tidak terdeteksi sebesar Rp219 Miliyar. Sedangkan pada
tahun 2016 terindikasi adanya permainan antara pihak kontraktor dengan
pengawas di lapangan terkait dengan OPD tersebut, terindikasi telah membuat
Rincian Anggaran Belanja (RAB) ganda untuk sekolah-sekolah dan dugaan
korupsi pengadaan pupuk dan bibit terkait dengan OPD Kabupaten Magelang
sebesar Rp869 Miliyar, dan terdapat kasus korupsi tentang aset yang tidak
diungkapkan pada OPD sebesar Rp215 Miliyar, serta kasus korupsi terbaru
yaitu kasus pembangunan jembatan Sibangkong tahap satu yang merugikan
negara Rp. 90,6 juta pada tahun 2018. (Sumber: dari BPK, 2018).

Beberapa penelitian mengenai kecenderungan kecurangan pernah
dilakukan oleh Zulkamain (2013) menemukan bahwa semakin baik keadilan
distributif maka semakin rendah kecenderungan pegawai untuk melakukan
fraud. Temuan tersebut berbeda dengan hasil penelitian Wilopo (2006),

Pristiyanti (2012), dan Faisal (2013) yang menemukan bahwa kompensasi



telah didistribusikan secara baik, hal ini tidak dapat menekan pegawai untuk
melakukan fraud.

Faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (fraud)
yaitu keadilan prosedural. Dalam sebuah instansi maupun organisasi jika
keadilan prosedural tersebut baik maka kecenderungan kecurangan akuntansi
dalam sebuah instansi semakin rendah. Hasil penelitian Najahningrum (2013)
menemukan bahwa semakin baik keadilan prosedural dalam suatu instansi,
maka semakin rendah kecenderungan fraud yang mungkin terjadi. Hasil
penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Pristiyanti, (2012)
yaitu menemukan bahwa keadilan prosedural tidak dapat menekan pegawai
untuk melakukan fraud, karena di Indonesia, perusahaan maupun
pemerintahan tidak memiliki sistem kompensasi yang mendeskripsikan secara
jelas hak dan kewajiban, ukuran prestasi, dan kegagalan yang dapat
menghindarkan organisasi dari kecenderungan kecurangan akuntansi.

Sistem pengendalian internal juga memiliki peran terhadap
kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil
penelitian dari Udayani dan Sari (2017) yang menyatakan bahwa pengendalian
internal dan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan
kecurangan akuntansi. Begitupula hasil penelitian Putu, et al. (2017) juga
menyatakan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif
terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi, Adapun penelitian dari
Downida dan Riharjo (2017) tentang analisis faktor-faktor yang memengaruhi

kecenderungan kecurangan akuntansi pada SKPD Kota Kediri menyatakan



bahwa pengendalian internal dan ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh
negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penegakan peraturan memiliki pengaruh terhadap kecederungan
kecurangan akuntansi, apabila dalam suatu instansi atau oraganisasi benar-
benar menegakkan peraturan maka potensi kecenderungan kecurangan
akuntansi dapat lebih diminimalisir. Hasil penelitian Najahningrum (2013)
menemukan bahwa penegakan peraturan dapat mempersempit peluang bagi
pegawai untuk melakukan fraud. Hal ini, bertolak belakang dengan hasil
penelitian Pramudita (2013) dan Zulkarmain (2013) yang menemukan bahwa
semakin tinggi persepsi penegakan peraturan di pemerintahan, maka belum
tentu dapat menekan tingkat terjadinya fraud di sektor pemerintahan.

Komitmen organisasi juga menjadi satu faktor yang mempengaruhi
kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian Putu, et al. (2017)
menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap
kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi.

Beberapa penelitian mengenai kecurangan akuntansi diantarantanya
Penelitian Azmi (2017) tentang ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian
kompensansi dan asimetri informasi menyatakan bahwa asimetri informasi
berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi, sedangkan ketaatan aturan
akuntansi dan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan
akuntansi. Hal ini di dukung penelitian Permatasari (2017)menyatakan bahwa
gaya kepemimpinan, penegakan hukum, budaya organisasi berpengaruh

negatif terhadap kecurangan akuntansi, perilaku tidak etis berpengaruh positif



terhadap kecurangan akuntansi dan kesesuaian kompensasi, kefektifan sistem
pengendalian internal serta asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap
kecurangan akuntansi.

Penelitian ini mengembangkan dari penelitian Didi dan Kusuma
(2018) dengan persamaan menggunakan semua variabel yang ada. Sedangkan
perbedaannya yaitu pertama, menambahkan variabel kesesuaian kompensasi
karena kesesuaian kompensasi merupakan salah satu motivasi penting yang
ikut mendorong karyawan untuk berprestasi, sehingga tinggi rendahnya
kompensasi yang diberikan akan mempengaruhi kinerja dan kesetiaan
karyawan. Apabila seorang pegawai merasa kompensasi yang diterima tidak
sesuai dengan apa yang telah dikerjakan untuk perusahaan/instansi maka akan
mendorong seorang pegawai untuk melakukan kecurangan (fraud) demi
mendapatkan keuntungan (Cassey dalam Mustikasari, 2013). Semakin tinggi
jumlah kompensasi yang diberikan oleh prisnipal (Pemerintah Pusat), maka
semakin kecil kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi.

Kedua, objek penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) di pemerintahan Kabupaten Magelang. Karena masih terdapat kasus
kecurangan yang melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda). Seperti kasus
masalah aset yang tidak terdeteksi, terindikasi adanya permainan antara pihak
kontraktor dengan pengawas di lapangan terkait dengan Dinas PUPR,
terindikasi telah membuat Rincian Anggaran Belanja (RAB) ganda untuk
sekolah-sekolah terkait dengan Dinas Pendidikan, dan dugaan korupsi

pengadaan pupuk dan bibit terkait dengan OPD Kabupaten Magelang.



B. Rumusan Masalah

1. Apakah keadilan distributif berpengaruh terhadap kecenderungan
kecurangan?

2. Apakah keadilan prosedural berpengaruh terhadap kecenderungan
kecurangan?

3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kecenderungan
kecurangan?

4. Apakah penegakan peraturan berpengaruh terhadap kecenderungan
kecurangan?

5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan
kecurangan?

6. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan
kecurangan?

7. Apakah Kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan
kecurangan?

C. Tinjauan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh keadilan distributif terhadap
kecenderungan kecurangan

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh keadilan prosedural terhadap
kecurangan

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern

terhadap kecenderungan kecurangan



4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penegakan peraturan terhadap
kecenderungan kecurangan
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap
kecenderungan kecurangan
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap
kecenderungan kecurangan
7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap
kecenderungan kecurangan
D. Kontribusi penelitian
1. Manfaat teoritis
Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat
dan bagi peneliti terhadap bukti empiris dan mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi fraud akuntansi di pemerintah daerah.
2. Manfaat praktis
a. Bagi Pemerintah penelitian ini dapat menjadikan suatu referensi maupun
tinjauan secara nyata untuk mencegah tindakan fraud di dalam
pemerintahan, sehingga dapat terwujud good government.
b. Bagi pemerintah Kabupaten Magelang, penelitian ini dapat digunakan
referensi kepala Dinas untuk menghindari fraud akuntansi.
E. Sistematika Pembahasan
BAB | Pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, konstribusi penelitian serta sistematika

pembahasan.



BAB Il Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis, menjelaskan
uraian landasan teori yang mendasari, keadilan distributif, keadilan prosedural,
sistem pengendalian internal, penegakan peraturan, komitmen organisasi,
budaya organisasi, dan kesesuaiann kompensasi terhadap kecenderungan
kecurangan, telaah penelitian sebelumnya, perumusan hipotesis dan model
penelitian.

BAB Il Metode Penelitian, berisi uraian mengenai populasi dan
sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan
pengukuran variabel, metode analisis data serta pengujian hipotesis.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, menjelaskan statistik deskriptif
variabel penelitian, hasil pengjian validitas dan reliabilitas, hasil pengujian
hipotesis serta pembahasan yang didapat dari uji yang telah dilakukan.

BAB V Kesimpulan, menjelaskan kesimpulan, keterbatasan penelitian

dan saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori
1. Teori Fraud Triangle

Cressey (1950) mengemukakan mengenai fraud triangle untuk
menjelaskan alasan mengapa orang melakukan fraud. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan, menemukan bahwa orang melakukan fraud
ketika mereka memiliki masalah keuangan yang tidak bisa diselesaikan
bersama tersebut bisa diselesaikan secara diam-diam dengan
jabatan/pekerjaan yang mereka miliki dan mengubah pola pikir dari
konsep mereka sebagai orang yang dipercayai memegang aset menjadi
konsep mereka sebagai pengguna dari aset yang dipercayakan kepada
mereka. Teori ini juga mengemukakan bahwa banyak dari pelanggar
kepercayaan ini mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan
merupakan tindakan yang ilegal, tetapi mereka berusaha memunculkan
pemikiran bahwa apa yang mereka lakukan merupakan tindakan yang
wajar. ada 3 faktor yang mendukung seseorang melakukan fraud, yaitu
pressure (dorongan), opportunity (peluang), dan rationalization

(rasionalisasi). Sebagaimana terlihat pada gambar 2.1:
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Opportmty Ranonabzanon

Gambar 2.1
Segitiga Kecurangan

a. Pressure

Pressure (tekanan) memiliki berbagai arti, diantaranya keadaan dimana
kita merasa ditekan, kondisi yang berat saat kita menghadapi kesulitan,
sesuatu yang dapat membuat Kita meningkatkan perhatian dalam
melakukan tindakan, meningkatkan ingatan dan kemampuan untuk
mengingat. Dengan kata lain, pressure dapat meningkatkan kinerja,
akan tetapi di lain pihak dapat menjadi salah satu sumber dari
munculnya fraud dan akhirnya menjadi salah satu elemen dari fraud
triangle. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pressure adalah
sebuah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan
fraud. Contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup
mewah, ketergantungan narkoba, dan lain-lain. Pada umumnya yang
mendorong terjadinya fraud adalah kebutuhan atau masalah financial,
tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan.
b. Opportunity

Opportunity adalah peluang/kesempatan yang dapat kita pahami

sebagai situasi dan kondisi yang ada pada setiap orang atau individu.

Situasi dan kondisi tersebut memungkinkan seseorang bisa berbuat atau


https://4.bp.blogspot.com/-nylMZTHaup8/WDMPkloapBI/AAAAAAAAAEg/z-4Hjnaxg_cOUVDohBM9spr9YqFjPZNbQCLcB/s1600/fraudtrianglesegitigafraud.jpg
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melakukan kegiatan yang memungkinkan fraud terjadi. Biasanya
disebabkan karena internal kontrol suatu organisasi yang lemah,
kurangnya pengawasan, dan atau penyalahgunaan wewenang. Di antara
3 elemen fraud triangle, opportunity merupakan elemen yang paling
mendasari terjadinya kecurangan. Peluang ini dapat muncul kapan saja,
sehingga pengawasan dan kontrol internal perusahaan sangat diperlukan
untuk mengantasipasi kemungkinan adanya peluang seseorang
melakukan kecurangan. Seseorang yang tanpa tekanan sekalipun dapat
melakukan kecurangan dengan adanya peluang ini, meskipun pada
awalnya tidak ada peluang untuk melakukan ini.
Rationalization

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menyebutkan
bahwa faktor ketiga terjadinya sebuah fraud adalah rasionalisasi. Secara
garis besar rasionalisasi dapat diartikan sebagai tindakan yang mencari
alasan pembenaran oleh orang-orang yang merasa dirinya terjebak
dalam suatu keadaan yang buruk. Pelaku akan mencari alasan untuk
membenarkan kejahatan untuk dirinya agar tindakan yang sudah
dilakukannya dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Spillane (2003)
rasionalisasi adalah sebuah gaya hidup dalam masyarakat yang tidak
sesuai dengan prinsip yang menyatukan. Secara tidak langsung
rasionalisasi menyediakan cara untuk membenarkan tindakan-tindakan
yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Cara berasionalisasi yang

sering terjadi adalah memindahkan kebenaran dasar sejajar dengan
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prestasi yang tidak tepat, namun sebaliknya rasionalisasi ini hanya akan
menghasilkan penghargaan diri yang palsu. Para pakar sosiolog
merujuk pada proses di mana peningkatan jumlah tindakan social
menjadi berdasarkan pertimbangan efisiensi perhitungan bukan pada
motivasi yang berasal dari moralitas, emosi, kebiasaan atau tradisi.
d. Rasionalisasi
Resionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud,
dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya: (a)
bahwa tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang
yang dicintainya, (b) masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa
seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah dia dapatkan
sekarang (posisi, gaji, promosi, dan lain-lain), (c) perusahaan telah
mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika
pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut.
2. Kecenderungan Kecurangan
Kecenderungan diartikan sebagai “lebih tertarik pada”
(Daryanto dan Thoyibun (2009). Kecurangan sering sekali menyangkut
pada suatu tekanan atau suatu dorongan untuk melakukan kecurangan dan
suatu peluang yang disarankan ada untuk melaksanakan kecurangan
Wilopo (2006). (IAl 2001), menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai
Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu
salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan

dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan.
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Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva
(seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan
dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak
disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.

Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas dapat
dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggelapan tanda terima
barang, uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan entitas
membayar barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan
tidak semestinya terhadap aktiva dapat disertai dengan catatan atau
dokumen palsu atau yang menyesatkan dan dapat menyangkut satu atau
lebih individu di antara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga. Fauwzi
(2011) kecurangan adalah perbuatan yang disengaja oleh perorangan atau
kesatuan untuk menipu orang lain dengan tujuan untuk memperoleh
keuntungan bagi diri sendiri yang menyebabkan kerugian. Khususnya
terjadi misrepresentation (penyajian yang keliru) untuk merusak atau
dengan maksud menahan data bahan yang diperlukan untuk pengambilan
keputusan.

Keadilan Distributif

Keadilan distributif mencerminkan keadilan yang dirasakan
mengenai bagaimana sumber daya dan penghargaan didistribusikan atau
dialokasikan di sebuah organisasi. Sebagai contoh karyawan membuat

pertimbangan mengenai keadilan dan jumlah kenaikan gaji mereka.
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Keadilan distributif adalah persepsi orang-orang terhadap keadilan
mengenai bagaimana penghargaan dan hasil yang bernilai lainnya
didistribusikan dalam organisasi (Moorhead dan Grifin 2013). Keadilan
distributif berkenaan dengan hasil akhir sebagai ganjaran yang diterima
individu secara adil berdasarkan aturan standar tertentu (Febriani, R. dan
Nurtjahjanti, 2006). Keadilan distributif memfokuskan pada persepsi
seseorang terhadap adil tidaknya hasil atau outcome yang mereka terima.

Pernyataan tersebut senada dengan (Faturochman, 2002)
menyatakan bahwa secara konseptual keadilan distributif berkaitan dengan
distribusi keadaan dan barang yang akan berpengaruh terhadap
kesejahteraan individu. Berdasarkan uraian tersebut keadilan distributif
adalah tingkat kepercayaan karyawan terkait dengan apakah reward atau
outcome yang diterima oleh karyawan sudah sepadan dengan tanggung
jawab, tekanan dan ketegangan, pendidikan dan pelatihan, usaha-usaha,
pengaruhnya, performanya, pengalaman, serta pekerjaan yang dihadapi.
Dalam praktiknya, keadilan distributif berkaitan dengan persepsi
kesesuaian kompensasi. Semakin tinggi persepsi pegawai terhadap
keadilan organisasi, maka hal ini dapat menekan terjadinya fraud.
Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural adalah persepsi individu mengenai keadilan
untuk menentukan berbagai hasil (Moorhead, 2013). Keadilan prosedural
menurut (Febriani, R. dan Nurtjahjanti, 2006) adalah adil atau tidaknya

cara yang digunakan untuk mencapai hasil atau sasaran tertentu, hal
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tersebut berkenaan dengan persepsi adil atau tidaknya peraturan dan
prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan-keputusan.
Berdasarkan uraian tersebut keadilan prosedural adalah adil atau tidaknya
peraturan dan prosedur dalam hal membuat keputusan dan kebijakan yang
digunakan untuk mencapai hasil atau sasaran tertentu. Dalam praktiknya,
keadilan prosedural berkaitan dengan persepsi sistem penilaian sebagai
dasar penentuan kompensasi. Semakin tinggi persepsi pegawai terhadap
keadilan prosedural, maka hal tersebut dapat menekan terjadinya fraud.
. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan
untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan
laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas dan efisiensi
operasi (Mulyadi dan Puradiredja, 1998). Menurut Mulyadi (2001) sistem
pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-
ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,
mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi
dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian
internal yang handal dan efektif dapat memberikan informasi yang tepat
bagi manajer maupun dewan direksi yang bagus untuk mengambil
keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan
perusahaan yang lebih efektif pula.

Sistem pengendalian internal berfungsi sebagai pengatur

sumberdaya yang telah ada untuk dapat difungsikan secara maksimal guna
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memperoleh pengembalian (gains) yang maksimal pula dengan
pendekatan perancangan yang menggunakan asas Cost-Benefit. Tujuan
penerapan SPI dalam perusahaan adalah untuk menghindari adanya
penyimpangan dari prosedur, laporan keuangan yang dihasilkan
perusahaan dapat dipercaya dan kegiatan perusahaan sejalan dengan
hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa
perusahaan terutama manajemen berusaha untuk menghindari resiko dari
adanya penerapan suatu sistem.

IAl mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang
dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas
yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian
tiga golongan tujuan berikut ini:

a. Keandalan pelaporan keuangan,

b. Efektivitas dan efisiensi operasi

c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (Mulyadi,
2001)

Pengendalian  internal adalah  proses yang dirancang,
diimplementasi dan dipelihara oleh manajemen dan karyawan lain untuk,
memberikan asuransi yang memadai tentang tercapainya tujuan entitas
mengenai keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensinya
operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan Kketentuan perundang-
undangan. Sistem pengendalian intern memiliki lima komponen yang

saling terkait satu sama lain. Kelima komponen tersebut adalah:
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a. Lingkungan Pengendalian

Komponen lingkungan pengendalian mengharuskan pimpinan
instansi  pemerintah menciptakan dan memelihara lingkungan
pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk
menerapkan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerja. Hal
tersebut dapat dicapai melalui penegakan integritas dan nilai etika,
komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif,
pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan,
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan
dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya
manusia, serta perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah
yang efektif.

b. Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko
yang dihadapi organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian
risiko merupakan identifikasi dan analisis risiko yang dapat
menghambat atau berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi
serta menentukan cara untuk menangani risiko. Pimpinan instansi
pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri dari
identifikasi risiko dan analisis risiko. Pimpinan instansi pemerintah
menerapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan

kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
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Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk
mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan untuk
memastikan bahwa tindakan untuk mengatasi risiko telah dilaksanakan
secara efektif. Kegiatan pengendalian mewajibkan pimpinan instansi
pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai
dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi
pemerintah  yang  bersangkutan.  Penyelenggaraan  kegiatan
pengendalian ini meliputi pengendalian pengolahan informasi,
pemisahan tugas, pengendalian fisik, dan review atas Kinerja.
Informasi dan Komunikasi

Komponen informasi dan komunikasi menjelaskan bahwa
sistem informasi sangat penting bagi keberhasilan atau peningkatan
mutu operasional organisasi. Informasi adalah data yang telah diolah
yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan penyelenggaraan
tugas dan fungsi instansi pemerintah. Informasi baik yang diperoleh
dari eksternal maupun internal merupakan potensi strategis (potential
strategic). Sistem informasi hendaknya terintegrasi/terpadu dan
menjamin kebutuhan terhadap kualitas data. Komunikasi adalah proses
penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau
gambar. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara

efektif. Pimpinan instansi menyelenggarakan dan memanfaatkan



20

berbagai bentuk sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan,
memperbaharui informasi secara terus-menerus.
e. Pemantauan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas
mutu Kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan
keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera
ditindaklanjuti. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari
waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan
review lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Sistem pengendalian
internal merupakan hal penting bagi organisasi karena dapat mencegah
kecurangan pelaporan keuangan serta menyediakan keyakinan yang
memadai atas suatu laporan keuangan (Boynton, William C., Raymon
N. Johnson, 2003 : 372)

6. Penegakan Peraturan

Penegakan peraturan adalah kegiatan menserasikan hubungan nilai-
nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan
pengejawantahan dari sikap atau tindakan sebagai penjabaran nilai tahap
akhir, untuk memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup (Soekanto
2011). Sebagai kejahatan yang berhubungan dengan orang, fraud tidak
dapat dihilangkan dan selalu terjadi menurut kadar dan proporsi tertentu.
Untuk menjaga kestabilan tersebut, perlu dilakukan penegakan peraturan
secara konsisten dan tegas bagi pelanggar peraturan yang bertujuan agar

pelanggaran tersebut tidak terulang sekaligus memberikan efek jera.
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Semakin tinggi persepsi pegawai terhadap penegakan peraturan,
maka dapat menekan terjadinya fraud. Teori ini didukung oleh hasil
penelitian Najahningrum (2013). Namun, teori dan temuan tidak didukung
dengan hasil penelitian Pramudita (2013) dan (Zulkarnain 2013).
Umumnya, mereka mengemukakan bahwa penegakan peraturan tidak
dapat menekan fraud yang disebabkan para pejabat cepat tanggap dalam
menangani pelanggaran instansi sehingga penangganan pelanggaran
instansi tepat pada waktunya (Zulkarnain 2013).

Komitmen Organisasi

Menurut (Chandra, Devia Prapnalia, 2015) komitmen organisasi
merupakan suatu kesetiaan atau loyalitas pegawai terhadap instansi tempat
bekerja. Komitmen organisasi dapat mengarahkan seorang pegawai dalam
melakukan berbagai tindakan. Apabila seorang pegawai mempunyai
komitmen yang tinggi terhadap organisasi atau instansinya, maka akan
dapat menurunkan tingkat terjadinya tindakan kecurangan (fraud).
Menurut Natasya, et.al ( 2017) komitmen organisasi adalah komitmen
yang diciptakan oleh semua komponen-komponen individual dalam
menjalankan operasional organisasi. Komitmen tersebut dapat terwujud
apabila individu dalam organisasi menjalankan hak dan kewajiban mereka
sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi.
Pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi berarti
telah memahami bahwa ketika bekerja, tujuannya adalah kepentingan

organisasi bukan untuk kepentingan dirinya sendiri.
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Kecurangan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan
pegawai untuk kepentingannya sendiri. Komitmen organisasi ialah sikap
karyawan yang tertarik dengan tujuan, nilai dan sasaran organisasi yang
ditunjukan dengan adanya penerimaan individu atas nilai dan tujuan
organisasi serta memiliki keinginan untuk berafiliasi dengan organisasi
dan kesediaan bekerja keras untuk organisasi sehingga membuat individu
betah dan tetap ingin bertahan di organisasi tersebut demi tercapainya
tujuan dan kelangsungan organisasi. Komitmen organisasi diungkap
dengan skala komitmen organisasi. Aspek komitmen diungkap melalui
aspek yang dikemukakan Schultz dan Schultz (1993, 290) vyaitu: (1)
penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi (2) kesediaan untuk
berusaha keras demi organisasi dan (3) memiliki keinginan untuk
berafiliasi dengan organisasi
Budaya Organisasi

Budaya organisasi pemerintahan (goverment organizational
culture) adalah sistem tata nilai bersama yang mewujudkan integrasi
internal serta adaptasi eksternal dalam mendorong terwujudnya motivasi
dan perilaku serta kinerja organisasi pemerintah terutama dalam bidang
pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat (Sembiring,
2012)Semakin tinggi persepsi pegawai terhadap budaya organisasi dapat

menekan terjadinya fraud.
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9. Kesesuaian Kompensasi

Kesesuaian merupakan total seluruh imbalan yang diterima para
karyawan sebagai pengganti jasa yang telah mereka berikan (wayne,
2008:4). Kompensasi bias berupa fisik maupun non fisik dan harus
dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang
telah dihitung dan diberikannya kepada organisasi tempat ia bekerja.
Kesesuaian kompensasi merupakan persepsi karyawan tentang kesesuaian
imbalan atau gaji dengan pekerjaan yang mereka lakukan (Hidayat, 2018).
Pemberian kompensasi yang sesuai kepada para karyawan dapat
memenuhi kebutuhan ekonomi karyawan, meningkatkan produktivitas
kerja karyawan, dapat memajukan organisasi dan dapat menciptakan
keseimbangan dan keahlian.

Kompensasi yang sesuai dapat mendorong individu
meningkatkan Kinerjanya, sedangkan kompensasi yang tidak sesuai
mampu  mendorong individu melakukan  kecurangan. Adanya
ketidakpuasan karena kompensasi yang tidak memadai, mendukung
terjadinya pencurian oleh para pekerja. Pencurian tersebut dapat berupa
uang, peralatan, serta persediaan barang (waley dan Yuki, 2003). Dessler
(2009) menjelaskan bahwa kompensasi merupakan semua bentuk
pembayaran atau hadiah yang diberikan kepada karyawan dan muncul dari
pekerjaan mereka dan mempunyai 2 komponen, yaitu:

a. Pembayaran langsung, meliputi upah, gaji, insentif, komisi dan bonus
b. Pembayaran tidak langsung, meliputi asuransi, cuti dan pinjaman

karyawan.
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Tabel 1
Penelitian Terdahulu
No Nama Variabel Hasil
Peneliti

1. Pristiyanti, Dependen: Hasil penelitian
(2012) Pengaruh Kecurangan (fraud) menunjukkan bahwa
Independen : keadilan distributif,
Keadilan distributif, keadilan keadilan prosedural,
prosedural, sistem sistem pengendalian
pengendalian internal, internal dan komitmen
kepatuhan pengendalian organisasi ~ berpengaruh
internal, budaya etis negatif terhadap
organisasi dan komitmen kecurangan (fraud) di

organisasi. sektor pemerintahan.
2.  Faisal (2013) Dependen: Hasil penelitian
Kecurangan akuntansi menunjukkan bahwa
Independen: sistem pengendalian
Sistem pengendalian internal, internal, kesesuaian
gaya kepemimpinan, kompensasi, komitmen
kesesuaian kompensasi, organisasi dan penegakan
perilaku tidak etis, kultur hukum berpengaruh
organisasi, komitmen negatif terhadap
organisasi dan penegakan kecurangan (fraud) di

hukum. sektor pemerintahan.
3. Najahningrum Dependen: Hasil penelitian
(2013) Kecurangan (fraud) menunjukkan bahwa
Independen: penegakkan peraturan,
Peraturan, kefektifan kefektifan  pengendalian
pengendalian internal, internal, keadilan
keadilan distributif, keadilan distributif, keadilan
prosedural, dan komitmen prosedural, dan komitmen
organisasi, Asimetri Infomasi. organisasi  berpengaruh
negatif terhadap
kecurangan (fraud) di
sektor pemerintahan, dan
budaya etis organisasi
tidak berpengaruh
terhadap kecurangan
(fraud) di sektor

pemerintahan.
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Tabel 1
Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)
No Nama Variabel Hasil
Peneliti
4.  Zulkarnain Dependen pengaruh Hasil penelitian
(2013) kecurangan (fraud) menunjukkan bahwa
Independen : kesesuaian  kompensasi,
Pengaruh keefektifan sistem sistem pengendalian
pengendalian internal, internal dan penegakan
kesesuaian kompensasi, peraturan berpengaruh
kultur organisasi, perilaku negatif terhadap
tidak etis, gaya kecurangan (fraud) di
kepemimpinan, sistem sektor pemerintahan
pengendalian dan penegakan
peraturan.
5. Gayatri et al. Dependen: Hasil penelitian
(2017) Kecenderungan Kecurangan menunjukkan bahwa
Akuntansi kesesuaian kompensasi
Independen: dan sistem pengendalian
Kesesuaian kompensasi, internal berpengaruh
Asimetri  Informasi, dan negatif terhadap
Sistem Pengendalian internal.  kecenderungan
kecurangan.
6 Sumbayak Dependen: Kecurangan Hasil pengujian hipotesis
(2017) (fraud). pertama menunjukkan
Independen: bahwa variabel keadilan
Keadilan organisasi organisasi, sistem
berpengaruh, system pengendalian intern,
pengendalian intern, komitmen _organisasi, gaya
komitmen organisasi, gaya Kepemimpinan _
kepemimpinan. berpengaruh negatif
terhadap kecurangan
(fraud).
7 Putu, et al. Dependen: fraud akuntansi Hasil penelitian
(2017) Independen: Efektifitas menunjukkan bahwa
pengendalian internal, efektivitas pengendalian
ketaatan aturan akuntansi, internal, ketaatan aturan
komitmen organisasi akuntansi dan komitmen
organisasi  berpengaruh

negatif signifikan terhadap
kecenderungankecurangan
(fraud) akuntansi
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Tabel 1
Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)
No Nama Variabel Hasil
Peneliti
8 Natasya et al. Dependen : Hasil penelitian
(2017) Kecurangan Akuntansi menunjukkan bahwa
komitmen organisasi dan
Independen: pengendalian internal
Komitmen organisasi dan Perpengaruh negatif secara
pengendalian internal. simultan terhadap resiko
kecurangan dalam
pelaksanaan jaminan
kesehatan.

9 Didi dan Dependen: Hasil penelitian
Kusuma Kecenderungan kecurangan menunjukkan bahwa
(2018) (fraud) Keadlian distributif,

keadlian prosedural,
Independent: Sistem pengendalian
Keadlian distributif, keadlian internal, Penegakan
prosedural, Sistem peraturan, Komitmen
pengendalian internal, organisasi, dan Budaya
Penegakan peraturan, organisasi berpengaruh
Komitmen organisasi, dan negatif terhadap
Budaya organisasi. Kecenderungan

Kecurangan.

Sumber : Diolah dari berbagai jurnal dan artikel, 2019.

C. Perumusan Hipotesis
1. Pengaruh Keadilan Distributif terhadap Kecenderungan Kecurangan
Keadilan distributif adalah persepsi orang-orang terhadap
keadilan mengenai bagaimana penghargaan dan hasil yang bernilai lainnya
didistribusikan dalam organisasi (Moorhead dan Grifin 2013). Dalam

praktiknya, keadilan prosedural berkaitan dengan persepsi sistem penilaian

sebagai dasar penentuan kompensasi. Semakin tinggi persepsi pegawai
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terhadap keadilan prosedural, maka hal tersebut dapat menekan terjadinya
fraud.

Keadilan distributif menurut teori fraud triangle menjelaskan
tentang adanya tekanan yang dapat menimbulkan kompetensi pada
karyawan sehingga memicu kecurangan. Keahlian karyawan untuk
mengembangkan strategi untuk kemajuan organisasi sangatlah dibutuhkan.
sedangkan keadilan distributif yang diberikan tidak sesuai dengan Kinerja
karyawan akan memunculkan tindakan yang dapat merugikan instansi.

Teori ini didukung dengan hasil penelitian Didi dan Kusuma
(2018), Pramudita (2013), Najahningrum (2013) bahwa  keadilan
distributif berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Hasil
tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian Faisal (2012) dan Pristiyanti
(2012) keadilan distributif berpengaruh positif terhadap kecenderungan
kecurangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan
sebagai berikut:

H1.Keadilan distributif berpengaruh negatif terhadap kecenderungan
kecurangan

. Pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Kecenderungan Kecurangan

Keadilan prosedural adalah persepsi individu mengenai keadilan
untuk menentukan berbagai hasil (Moorhead dan Grifin 2013). Dalam
praktiknya, keadilan prosedural berkaitan dengan persepsi sistem penilaian
sebagai dasar penentuan kompensasi. Semakin tinggi persepsi pegawai
terhadap keadilan prosedural, maka hal tersebut dapat menekan terjadinya

fraud. Keadilan prosedural menurut teori fraud triangle menimbulkan
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kompetensi pada karyawan sehingga memicu kecurangan. Kompetensi
yang diberikan karyawan apabila tidak sesuai dengan konstribusi yang
diberikan karyawan kepada instansi, akan menimbulkan kegagalan dengan
hasil yang mereka terima terhadap apa yang dikerjakan sehingga memicu
terjadinya kecurangan.

Teori ini didukung dengan hasil penelitian Najahningrum (2013)
mengemukakan bahwa keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap
kecenderungan kecurangan. Namun, teori dan hasil tersebut tidak sesuai
dengan hasil penelitian Pristiyanti (2012), yang mengemukakan bahwa
keadilan prosedural tidak dapat menekan terhadap kecenderungan
kecurangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan
sebagai berikut:

H2. Keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap kecenderungan
kecurangan

. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan
Kecurangan

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan
untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan
laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas dan efisiensi
operasi (Mulyadi dan Puradiredja, 1998 dalam Fauwzi, 2011). Menurut
Mulyadi (2001) sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi,
metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga
kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi,

mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
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Sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien dalam suatu instansi
diharapkan mampu meminimalisasikan tindakan menyimpang yang
dilakukan oleh seseorang demi keuntungan pribadi.

Teori fraud triangle menjelaskan adanya dorongan dan peluang
seorang pemimpin maupun orang yang diberikan wewenang. Secara
singkat seorang pimpinan organisasi harus bisa memberikan keyakinan
dan contoh kepada pegawai agar bertindak sesuai peraturan yang berlaku
agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Teori ini di dukung dengan hasil penelitian Didi dan Kusuma
(2018), Faisal (2013), dan Najahningrum (2013) mengemukakan bahwa
sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan
kecurangan. Sebagai konsep paling mungkin dikendalikan, tidak ada hasil
penelitian yang tidak sesuai dengan teori ini. Berdasarkan uraian tersebut,
maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H3. Pengendalian internal  berpengaruh  negatif terhadap
kecenderungan kecurangan

. Pengaruh  Penegakan  Peraturan terhadap Kecenderungan
Kecurangan

Penegakan peraturan adalah kegiatan menserasikan hubungan
nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan
pengejawantahan dari sikap atau tindakan sebagai penjabaran nilai tahap
akhir, untuk memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup (Soekanto
2011). Sebagai kejahatan yang berhubungan dengan orang, fraud tidak

dapat dihilangkan dan selalu terjadi menurut kadar dan proporsi tertentu.
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Untuk menjaga kestabilan tersebut, perlu dilakukan penegakan peraturan
secara konsisten dan tegas bagi pelanggar peraturan yang bertujuan agar
pelanggaran tersebut tidak terulang sekaligus memberikan efek jera.
Semakin tinggi persepsi pegawai terhadap penegakan peraturan, maka
dapat menekan terjadinya fraud.

Teori fraud triangle menjelaskan adanya peluang/kesempatan,
karena penegakan peraturan dapat mempersempit peluang bagi pegawai
untuk melakukan fraud. Teori ini didukung oleh hasil penelitian Didi dan
Kusuma (2018), Najahningrum (2013) mengemukakan bahwa penegakan
peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan.
Namun, hasil tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian Pramudita
(2013) dan Zulkarnain (2013) yang mengemukakan bahwa penegakan
peraturan berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan.
Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai
berikut:

H4. Penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan
kecurangan

Pengaruh  Komitmen  Organisasi terhadap  Kecenderungan
Kecurangan

Komitmen organisasi adalah keputusan dari sebagian anggota
untuk tetap menjadi anggota organisasi (Colquitt et al. 2009). Sedangkan
menurut Mcshane dan Von Glinow (2008), komitmen organisasi
menunjuk pada perasaan terikat karyawan terkait dengan keterlibatan

mereka pada organisasi. Pegawai yang memiliki komitmen organisasi
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yang tinggi cenderung memiliki kepedulian terhadap kelangsungan hidup
organisasi yang dibarengi dengan rasa ikut memiliki organisasi serta rasa
bangga sebagai bagian dari organisasi. Semakin tinggi persepsi pegawai
terhadap komitmen organisasi dapat menekan terjadinya kecenderungan
kecurangan. Dalam teori fraud triangle bahwa komitmen organisasi
diproksikan oleh Rationalization. Pegawai yang memiliki komitmen yang
tinggi terhadap organisasi berarti telah memahami bahwa ketika bekerja,
tujuannya adalah kepentingan organisasi bukan untuk kepentingan dirinya
sendiri.

Teori ini didukung dengan hasil penelitian Didi dan
Kusuma(2018) Sumbayak (2017) dan Natasya, et al. (2017) menunjukkan
bahwa semakin tinggi komitmen pegawai terhadap organisasi, pegawai
tersebut cenderung tidak akan melakukan hal-hal yang bisa saja
menghambat tercapainya tujuan organisasi. Sebaliknya, jika pegawai
memiliki komitmen yang rendah terhadap organisasinya, maka pegawai
cenderung akan melakukan hal-hal yang menghambat tercapainya tujuan
organisasi demi tujuan pribadinya sendiri, Putu, et al. (2017). Salah satu
tindakan tersebut adalah kecurangan. Pegawai tersebut akan
merasionalisasi tindakannya dikarenakan pegawai tersebut menerima
tindakan yang baik atas nilai-nilai dan tujuan organisasi. Sehingga
hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H5. Komitmen Organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan
kecurangan
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6. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan

Budaya organisasi pemerintahan (goverment organizational
culture) adalah sistem tata nilai bersama yang mewujudkan integrasi
internal serta adaptasi eksternal dalam mendorong terwujudnya motivasi
dan perilaku serta kinerja organisasi pemerintah terutama dalam bidang
pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat (Sembiring 2012).
Semakin tinggi persepsi pegawai terhadap budaya organisasi dapat
menekan terjadinya fraud. Berdasarkan teori fraud triangle, menjelaskan
tentang adanya rasionalisasi. Dimana rasionalisasi dapat diartikan sebagai
tindakan yang mencari alasan pembenaran oleh orang-orang yang merasa
dirinya terjebak dala suatu keadaan yang buruk.

Teori ini sesuai dengan hasil penelitian Didi dan Kusuma (2018),
Pristiyanti (2012) dan Pramudita (2013) yang mengemukakan bahwa
budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan
kecurangan. Namun, teori ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Faisal
(2013), Najahningrum (2013), dan Zulkarnain (2013). Umumnya, mereka
mengemukakan bahwa budaya organisasi tidak dapat menekan fraud
karena tidak adanya sense of belonging dan sense of indentity sehingga
tidak ada kepedulian terhadap kelangsungan hidup instansi. Beradasarkan
uraian tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H6: Budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan
kecurangan
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7. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan

Kecurangan

Kesesuaian kompensasi merupakan persepsi karyawan tentang
kesesuian imbalan atau gaji dengan pekerjaan yang mereka lakukan
(Hidayat, 2018). Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan
kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperoleh,
memperkejakan dan mempertahankan karyawan. Semakin tinggi
kompensasi yang diterima pegawai maka semakin rendah tingkat
kecenderungan kecurangan.

Kesesuaian kompensasi menurut teori fraud triangle
menimbulkan tekanan pada karyawan sehingga memicu kecurangan.
Kompensasi yang diterima karyawan apabila tidak sesuai dengan
konstribusi yang diberikan karyawan kepada instansi, akan menimbulkan
tekanan dan kekecewaan dengan hasil yang mereka terima terhadap apa
yang dikerjakan sehingga memicu terjadinya kecurangan. Kesesuian
kompensasi yang diberikan kepada karyawan akan meningkatkan motivasi
kerja dan mendorong karyawan tidak berbuat tindakan yang merugikan
instansi. Sedangkan kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan
kinerja karyawan akan memunculkan tindakan kecurangan yang dapat
merugikan instansi.

Penelitian yang dilakukan Gayatri et.al (2017), Zulkamain
(2013), Zainal (2013) dan Virmayani (2017) menyatakan bahwa

kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan
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akuntansi, sehingga semakin tinggi kompensasi yang diterima pegawai

makan semakin rendah terjadinya fraud. Berdasarkan uraian tersebut,

maka perumusan hipotesis sebagai berikut :

H7. Kesesuaian

Kompensasi

kecenderungan kecurangan

D. Model Penelitian

Keadilan Distributif
(KD)

"

Keadilan Prosedural
(KP)

Sistem Pengendalian
Internal (SPI)

Penegakan Peraturan
(PP)

AR

Komitmen Organisasi
(KO

Budaya Organisasi
(BO)

Kesesuaian
Kompensasi (KK)

"

H1(-)

H2(-

H3(-)

H4(-)

H5(-)

He¥/

H7(-)

Gambar 2.2
Model Penelitian

berpengaruh

negatif  terhadap

Kecenderungan
Kecurangan (KA)



BAB I111
METODE PENELITIAN

A. Populasi dan sampel

Penelitian ini adalah penelitian primer. Sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer. Data tersebut diperoleh secara
langsung dari responden pada kantor OPD di Kabupaten Magelang dengan
menyebar kuesioner kepada Kepala OPD, bendahara peneriamaan atau
pengeluaran, kepala bagian keuangan dan staf bagian keuangan pada OPD di
Kabupaten Magelang.

Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012).
Sampel merupakan bagian dari populasi yang mempunyai sifat sama, peneliti
menggunakan metode poorposive sampling, sample pada penelitian ini adalah
kepala OPD selaku pengguna anggaran, kepala bagian keuangan dan staf
bagian keuangan, bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan karena
mereka memahami masalah akuntansi, selain itu pada umumnya mereka
terlibat dengan kegiatan keuangan pada organisasi pemerintahan daerah dan
Memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Karena dari setiap pegawai yang sudah
bekerja minimal 1 tahun dapat dikatakan jika pegawai tersebut sudah

memiliki pengelaman yang cukup dalam bidangnya.
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B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data
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Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Data primer yaitu data berupa jawaban responden atas kuisioner yang

dikumpulkan dari bagian akuntansi dan keuangan yang bekerja di OPD

Kabupaten Magelang.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode kuisioner. Metode kuisioner yaitu pengumpulan data dengan

memberikan angket berisi pertanyaan-pertanyaan harus dijawab oleh

responden. Kuisioner dibuat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan skala

likert dengan rentang nilai 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju).

3. Varibel Penelitian dan Pengukuran Variabel.

Tabel 2
Definisi dan Pengukuran Variabel
Variabel Definisi Operasional Pengukuran Skala
Variabel Tindakan penipuan yang Instrumen skala
Dependen terdiri dari kecurangan penelitian ini likert 1—
a.Kecenderun laporan keuangan menggunakan 5.
gan (financial statement kyisioner dengan 1=
Kecurangan [raud), penyalahgunaan 1g pertanyaan yang Sangat
(Fraud) st . (@sset giagopsi dari Tidak
mlsapprop_latlon) . Wilopo dari SPAP, Setuju
dankorupsi (corruption). . _
(Associations of Certified seksi 316 1API 2__
Fraud (2011) Tlda_k
Examinations, 2014) Setuju
3= Netral
4=
Setuju
5=Sangat

Setuju
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Tabel 2
Devinisi pengukuran Variabel
(Lanjutan)

Variabel Definisi Operasional Pengukuran Skala
Variabel Persepsi orang-orang Instrumen skala
Independen terhadap keadilan penelitian ini likert 1-
b.Keadilan mengenai bagaimana menggunakan 5.

distributif ~ penghargaan dan hasil kuisioner dengan 1=

(KD) yang bernilai lainnya menggunakan 4 Sangat

didistribusikan dalam item  pernyataan Tidak
organisasi (Moorhead yang diadopsi dari Setuju
dan Grifin 2013). penelitian Colquitt 2=
(2001) yang diukur Tidak
menggunakan skala Setuju
likert 1-5. 3= Netral
4=
Setuju
5=Sangat
Setuju
c.Keadilan Persepsi individu Instrumen yang skala
prosedural  mengenai keadilan untuk digunakan terdiri likert 1—
(KP) menentukan berbagai dari 7 item 5.
hasil (Moorhead dan pertanyaan vyang 1=
Grifin 2013). dikembangkan dari Sangat
penelitian Colquitt Tidak
(2001) dalam Setuju
Pristiyanti  (2012). 2=
Dengan Tidak
menggunakan Setuju
Skala likert 1-5. 3= Netral
4=
Setuju
5=Sangat

Setuju
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Tabel 2
Devinisi pengukuran Variabel
(Lanjutan)

Variabel Definisi Operasional Pengukuran Skala
d.Sistem Proses yang dijalankan Instrumen skala
Pengendalian  untuk memberikan penelitian ini likert 1-
Internal keyakinan memadai menggunakan 5.

tentang pencapaian Kkuisioner yang 1=
keandalan laporan terdiri  dari 5 Sangat
keuangan, kepatuhan pertanyaan yang di Tidak
terhadap hukum, dan kembangakn dari Setuju
efektivitas dan efisiensi Zulkarmain (2013) 2=
operasi (Mulyadi dan dan diukur Tidak
Puradiredja, 1998 dalam menggunakan skala Setuju
Fauwzi, 2011) likert 1-5 3= Netral
4=
Setuju
5=Sangat
Setuju
e.Penegakan Kegiatan menserasikan Instrumen skala
Peraturan hubungan  nilai-nilai penelitian ini likert 1-
(PP) yang terjabarkan dalam menggunakan 5.
kaidah-kaidah yang kuisioner yang 1=
mantap dan terdiri  dari 5 Sangat
p_engejawantahar} dari pertanyaan yang di Tidak
sikap atau tindakan . i
sebagai penjabaran nilai kembanggkn dari - Setuju
tahap  akhir, untuk Zulkarmain (?013) 2?
memelihara dan dan diukur  Tidak
mempertahankan menggunakan skala Setuju
pergau|an h|dup likert 1-5. 3= Netral
(Soekanto, 2011). 4=
Setuju
5=Sangat

Setuju
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Tabel 2
Devinisi pengukuran Variabel
(Lanjutan)

Variabel Definisi Operasional Pengukuran Skala
f.Komitmen  Penerimaan  seseorang Instrumen skala
Organisasi terhadap nilai-nilai serta penelitian ini likert 1-
(KO) tujuan organisasi. Sikap menggunakan 5.

yang  diambil oleh kuisioner dengan 8 1=
pegawai berkaitan pertanyaan = yang Sangat
dengan pencapaian diadopsi dari Tidak
tujuan perusahaan Luthans (2006) Setuju
menunjukkan  seberapa yang diukur 2=
besar komitmen pegawai menggunakan skala Tidak
tersebut terhadap likert 1-5. Setuju
organisasi tempatnya 3= Netral
bekerja. Keputusan dari 4=
sebagian anggota untuk Setuju
tetap menjadi anggota 5=Sangat
organisasi (Colquitt et al. Setuju
2009).
g.Budaya Sistem tata nilai bersama Instrumen yang skala
Organisasi  yang mewujudkan dingunakan likert 1-
(BO) integrasi internal serta menggunakan 5 5.
adaptasi eksternal dalam item pernyataan 1=
mendorong terwujudnya yang Sangat
motivasi dan perilaku dikembangkan oleh Tidak
serta kinerja organisasi peneliti dari Setuju
pemerintah terutama pendapat 2=
dalam bidang pelayanan, Sembiring (2012) Tidak
pengaturan, dan dan diukur Setuju
pemberdayaan menggunakan skala 3= Netral
masyarakat  (Sembiring likert 1-5. 4=
2012). Setuju
5=Sangat

Setuju
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Tabel 2
Devinisi pengukuran Variabel
(Lanjutan)
Variabel Definisi Operasional Pengukuran Skala
h.Kesesuaian  Seberapa besar Instrumen yang skala
Kompensasi  kompensasi yang dikembangkan dari likert 1-
diberikan organisasi  Wilopo (2006), 5.
dengan perasaan terdiri dari 5 item 1=
karyawan yang pernyataan, Yyang Sangat
menerimanya, perasaan diukur skala likert Tidak
puas karyawan 1-5. Setuju
dipengaruhi oleh 2=
pembandingan  dengan Tidak
apa yang dialami orang Setuju
lain, dan setiap karyawan 3= Netral
berbeda keinginan 4=
terhadap kompensasi Setuju
serta terhadap pentingnya 5=Sangat
perbedaan Setuju
kompensasiyang
diterimanya Gibson
(1997).

g.Komitmen Penerimaan  seseorang Instrumen skala

Organisasi terhadap nilai-nilai serta penelitian ini likert 1-

(KO) tujuan organisasi. Sikap menggunakan 5.
yang  diambil oleh kuisioner dengan 8 1=
pegawai berkaitan pertanyaan = yang Sangat
dengan pencapaian diadopsi dari Tidak
tujuan perusahaan Luthans (2006) Setuju
menunjukkan  seberapa Yyang diukur 2=
besar komitmen pegawai menggunakan skala Tidak
tersebut terhadap likert 1-5. Setuju
organisasi tempatnya 3= Netral
bekerja. Keputusan dari 4=
sebagian anggota untuk Setuju
tetap menjadi anggota 5=Sangat
organisasi (Colquitt et al. Setuju

2009).

Data Diolah tahun 2019
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C. Alat Analisis Data
1. Statistik Deskriptif
Statistik Deskriptif adalah penyajian data yang dilakukan secara
numeric. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui dan
memaparkan karakteristik variabel penelitian dan kondisi dari responden.
Penjelasan dalam analisis deskriptif hanya menjelaskan nilai maksimum,
nilai minimum, varian, mean, dan standard deviasi (Ghozali, 2018).
2.Uji Kualitas Data

a. Uji validitas
Uji validitas merupakan alat ukur mengukur sah atau valid
tidaknya kusioner (Ghozali, 2018). Kuisioner dikatakan valid apabila
pertanyaan pada kuisioner mampu mengungkapkan suatu yang akan
diukur oleh kuisioner tersebut. Confirmatory Factor Analisis (CFA)
digunakan untuk menguji validitas instrument kuisioner dalam penelitian
ini. CFA digunakan untuk menguji apakah indikator-indikator yang
digunakan dapat mengkonfirmasi suatu variabel. Analisis faktor
konfimatori akan mengelompokkan indikator kedalam beberapa faktor
apabila indikator yang digunakan merupakan indikator konstruk,
selanjutnya akan mengelompokkan menjadi satu dengan faktor loading

yang tinggi.
Analisis faktor dapat digunakan apabila data matrik memiliki
kolerasi yang cukup. Uji Barlett of Sphericity merupakan uji statistic

untuk menentukan ada tidaknya kolerasi antar variabel. Selain itu, Kaiser
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Meyer Olkin Measure of Smapling Adequasi (KMO NSA) merupakan
alat uji yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat interkolerasi antar
variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor. Nilai yang
dikehendaki harus > 0,50 dan cross loading > 0,50 untuk dapat dilakukan
analisis faktor (Ghozali, 2018).
b. Uji Relibilitas
Uji relibilitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk
mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila
dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama
dengan menggunakan alat ukur yang sama. Kusioner dikatakan reliabel
apabila jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten.
Kusioner dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha (o) > 0,7 atau 70%
(Ghozali, 2018).
3. Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi yang
dikembangkan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebagai
berikut:

KA =0- B, KD - B, KP - B3 SPI - B, PP - Bs KO - Bs BO-p/KK+ e

Keterangan:
KA = Kecurangan Kecurangan Akuntansi
o = Nilai intersep (konstan)

B1-B7 = Koefisien arah regresi
KD = Keadilan Distributif

KP = Keadilan Prosedural
SPI = Sistem Pengendalian Inernal
PP = Penegakan Peraturan

KO = Komitmen Organisasi
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BO = Budaya Organisasi
KK = Kesesuaian Kompensasi
e = error term

4. Pengujian Hipotesis
a. Koefisien Determinasi (R?)

Koefisien Determinasi (R%) digunakan untuk mengukur seberapa
jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen
(Ghozali, 2018). Uji R? menunjukkan potensi pengaruh semua variabel
independen yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, sistem
pengendalian internal, penegakan peraturan, komitmen organisasi,
budaya organisasi, dan kesesuaian kompensasi terhadap variabel
dependen yaitu kecurangan akuntansi. Besarnya koefisien 0 sampai 1,
semakin mendekati O koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya
terhadap variabel independen, sebaliknya mendekati 1 besarnya
koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel
independen (Ghozali, 2018).

b. Uji F (Goodness of Fit Test)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan
fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (Goodness of Fit Testl).
Uji statistik F menunjukkan apakah variabel independen yang
dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel
dependen dan model dalam penelitian telah fit atau tidak. Pengujian yang

dilakukan dengan ditribusi F adalah membandingkan nilai F hasil
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perhitungan dengan nilai F menurut tabel (Ghazali, 2018). Keputusan

yang diambil:

1) Jika F hitung > F tabel atau P value < o = 5%, maka model dalam
penelitian layak atau fit.

2) Jika F hitung < F tabel atau P value > o = 5%, maka model dalam

penelitian tidak layak atau tidak fit.

Ho ditolak

HO Tidak Ditolak

Gambar 3.1

Penerimaan Uji F

c. Ujit

Uji t dilakukan untuk menunjukkan variabel independen dalam
menerangkan variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur
signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan
perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t
tabel ( nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan.
Ketentuan hasil hipotesis uji t adalah digunakan tingkat signifikansi 5%

dengan derajat kebebasan df = n-1 (Ghozali, 2018).
1) Jika —t hitung > tabel, atau P value < o = 0,05, maka Ho ditolak dan
Ha diterima artinya terdapat pengaruh antara variabel independen

terhadap variabel dependen.
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2) Jika —t hitung > t tabel, P value > a = 0,05, maka Ho tidak ditolak dan
Ha tidak diterima artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel

independen terhadap variabel dependen.

o=>5%
Ho ditolak
m//ﬁ Ho tidak ditolak
t tabel 0
Gambar 3.2

Penerimaan Hipotesis Negatif



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan
distributif, keadilan procedural, sistem pengendalian internal, penegakan
peraturan, komitmen organisasi, budaya organisasi dan kesesuaian
kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sampel yang
diambil yaitu OPD Kabupaten Magelang sebanyak 23 kantor OPD, teknik
pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling dan
diperoleh 71 kuesioner yang dapat diolah. Berdasarkan hasil analisis data yang
telah dilakukan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil Adjusted R Square menunjukkan bahwa variabel keadilan distributif,
keadilan procedural, sistem pengendalian internal, penegakan peraturan,
komitmen organisasi, budaya organisasi dan kesesuaian kompensasi
terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar 25,8% sedangkan
sisanya 74,2% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti
atau diluar model regresi penelitian ini.

2. Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel
yang artinya model yang digunakan sudah bagus.

3. Hasil uji T menunjukkan bahwa keadilan procedural, sistem pengendalian
internal, penegakan peraturan, komitmen organisasi dan kesesuaian
kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. pada OPD

Kabupaten Magelang hal tersebut dikarenakan OPD di Kabupaten

67
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Magelang belum maksimal dalam menerapkan peraturan untuk
pemeriksaan fisik atas kekayaan instansi seperti kas dan persediaan.
Kecurangan akuntansi tidak dipengaruhi oleh transparansi dalam
penyediaan informasi kepada publik, mengenai kemudahan di dalam
memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai tentang
kondisi keuangan organisasi perangkat daerah.

4. Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan
kecurangan akuntansi. Hal ini dikarenakan Budaya Organisasi para
pegawai dan pimpinan pada OPD di Kabupaten Magelang sudah cukup
baik. Mereka memiliki integrasi internal yang tinggi terhadap pekerjaan
dan instansi tempat mereka bekerja. Budaya Organisasi tersebut dapat
terwujud berupa ketaatan akan peraturan baik dalam hal waktu kerja, dan
operasional kerja. Semakin tinggi budaya organisasi maka semakin rendah
tingkat kecenderungan kecurangan.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat menyebabkan penarikan
kesimpulan yang kurang sempurna karena sampel yang digunakan hanya
di Dinas dan Badan OPD Kabupaten Magelang sehingga penelitian ini
belum dapat digeneralisasi di seluruh kabupaten lain.

2. Pengolahan data pada penelitian ini berdasarkan jawaban dari responden
pada kuesioner yang disebarkan. Hal tersebut akan menimbulkan masalah

jika persepsi responden berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Serta
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hasil penelitian ini hanya didasarkan pada data secara tertulis dari
kuesioner.

3. Penelitian ini memiliki keterbatasan variabel, dimana variabel yang diteliti
hanya keadilan distributif, keadilan prosedural, sistem pengendalian
internal, penegakan peraturan, komitmen organisasi, budaya organisasi
dan kesesuaian kompensasi. Sedangkan masih ada variabel lain yang perlu
ditinjau kembali yang mempengaruhi kecurangan akuntansi.

C. Saran

1. Keterbatasan sampel yang digunakan maka penelitian selanjutnya dapat
memperluas jumlah sampel dengan cara menambahkan Kecamatan agar
lebih mudah untuk menggeneralisasikan hasil penelitian dan perlu
dilakukan penelitian ulang dengan aspek-aspek yang sama untuk
mengetahui konsistensi hasil dari penelitian sebelumnya.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperbaiki terlebih dahulu
kuesioner yang digunakan dalam penelitian sehingga kuesioner yang akan
digunakan selanjutnya memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang
tinggi

3. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain yang dapat
memengaruhi kecurangan akuntansi seperti Integritas dan asimetri

informasi.
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